
BUPATI KERINCI 
PROVINSI JAMBI 

PERATUFtAN BUPATI KERINCI 
NOMOR fit TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PEFIATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KERINCI, 

Membaca 	: 1. Berdasarkan Hasil Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kerinci (TAPD) Nomor 900/ 011a/ ba.tapd 
tanggal 23 Maret 2021 tentang rapat pembahasan surat edaran 
tentang pedoman penyusunan RKA refocusing SKPD Tahun 
Anggaran 2021; 

2. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
SE-2/ PK/ 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran 
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019; 

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
17/ PMK.07 / 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
dan Dampaknya; 

Menimbang 	a. bahwa dalam rangka penyediaan dukungan pendanaan untuk 
program pemulihan ekonomi daerah yang terkai dengan 
percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik 
dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, 
mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan 
layanan publik antar daerah termasuk pembangunan sumber 
daya manusia dukungan pendidikan dan dukungan 
pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pendemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belanja prioritas 
lainnya dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Kerinci, terkendala dalam hal anggaran untuk bidang 
pendidikan, bidang ekonomi pelayanan publik serta bidang 
kesehatan, sehingga dikwatirkan akan berdampak terhadap 
penanggulangan wabah Virus Corona Disease 2019 
(COVID-19); 

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB III 
Peraturan Bupati Kerinci Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata 
Cara Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja dalam Jenis 
Belanja berkenaan, Pergeseran Antar Rincian Objek dalam 
Objek Belanja Berkenaan dan Pergeseran Antar Sub Rincian 
Objek Belanja Dalam Rincian. Objek Berkenaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atasa Peraturan Bupati Nomor 36 
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 



Mengingat 	: 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang 
perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam 
Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah 
sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1643); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 
tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Peleporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021; 



12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam. Ran.gka Mendukung 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
dan Dampaknya; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 
tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 
Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kerinci Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 
tentangPokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 
Tahun 2013 Nomor 3); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 
tentang Anggran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kerinci Nomor 8 Tahun 2020); 

15. Peraturan Bupati Kerinci Nomor Nomor 36 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci 
Nomor 36 Tahun); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI KERINCI NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PEN DAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021. 

Pasta I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 
(Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 202 Nomor 36), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal, 9 Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan 
Pasal 13 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula 
Rp. 1.211.203.530.563,00 berkurang sebesar Rp. 18.041.336.000,00 sehingga 
menjadi Rp.1.193.162.194.563,00 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan: 

a. Semula Rp. 1.211.203.530.563,00,- 

b. Bertambah/(Berkurang) RD. 	(18.041.336.000,00,-i 

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.193.162.194.563,00,- 

2. Belanja: 

a. Semula Rp. 1.226.594.369.105,00,- 

b. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 	(10.654.336.000,00,-) 

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.215.940.033.105,00,- 

Surplus Rp. 	(22.777.838.542.00,-) 



3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

1) Semula 

2) Bertarnbah/(Berkurang) 

Jumlah penerimaan setelah perubahan 

Rp. 27.777.838.542,00,- 

Rp. 	 00,00,- 

Rp. 27.777.838.542,00,- 

b. Pengeluaran 

1) Semula 
	

Rp. 
2) Bertambah/(Berkurang) 

	
Rp. 

Jumlah pengeluaran setelah perubahan 
	

Rp. 

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan 	Rp.  

12.387.000.000,00,- 

(7.387.000.000,00)  

5.000.000.000,00,- 

22.777.838.542,00,- 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 	 00,00,- 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam. Pasal 1 adalah merubah Lampiran yang tercantum dalam 
Peraturan Bupati mi. 

3. Ketentuan Pasal 3 idiubah sehin.gga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3 
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dirinci lebih 
lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati mi. 

Pasal 4 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dan i Peraturan Bupati mi. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci. 

Ditetapkan di Sungai Penuh 
pada tanggal 	mu 2021 

BU 	RINCI, 

ADIRO AL 

Diundangkan di Sungai Penuh 
pada tanggal Ap 	2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI 

ABRAF 

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI 
TAHUN 2021 NOMOR ti 
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